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HNeBRAPY
BEN JdE LA AN PEXMYERITT AH
(DELEGASI REPUBLIK IVDOKESIA KE—K.K.B.)
tentang
BA”IAP KETATANZGARAAN PERSETUDJUAN K. IL3,
(Diuraikan oleh Prof.kr .Dr.Soepomo).
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Lapangan pekerdjdan Panitya Ketatanegaraan, antara lain-

nja mengenai:
1, dantjangan Constitutie R,I.38,
2, fant janzan p2njeranan kedanulatan.
%2. Statuut Unie.
. Hak memutuskan nasib: sendiri (Zelfbeschikkingsrecht).
. Soal daerah istimewa.
. Soal kewarga-negaraan, dimana termasuk soal minoriteit,
. Soal Irian. : '
. Soal tukar menukar Komisarix Tinggi.

rant jangan Constitutie R,I,5., bukan hasil verundingan
dengan Belanda, tetapi adalah s@al Indonesia sendiri, jalahn
antara :tepublilk dan B3.F.0.,, Hanja dadja Belanda berhak me-
ngetahuinja,

Isi Constitutie telah ditentukan daelam I.I.C, jang di-

adakan di Jogjakarta dan Djakarta. Dalam pokoknja jang s 8. %
ambil sebagzai dasar: demokrasi dan federasi.

Menurut fatsal 7 dari memorandum, jang telah dltcﬂ¢"a
oleh fihak 3elanda dan Indonesia di Djakarta sebeolum K.iI%,B.
dimulai, maka kedaulatan akan diserahkan kepada #.I.5, atas
dasar constitutie sementara, jang didalawnJa tertjantum da-~
sar federasi dan demokrasi,

Cleh karena inilah, maka Belanda mempunjai hak untul menie-
tahui rentjana constitutie #,I,

Jang merupalkan verdjand jian antara Indonesia dan Selanda
janz harus diratificeer oleh ketiga delegasi jaitu rant jancan
Induk-.tegsolusi, Lenurut pasal IV lMantel-desolutie, malia pene-
rimaannja oleh semua fihak berarti ssgala dokumen dari hasil
perundinzan K.!M.B. diterima ‘pula, Tentang ratiflikasi harus
didﬁalankan oleh senua {ihak, balk vperwakilan Belanda maupun
depublik Indonesia dan verwakilan 3,F.0, jang terdiri dari per-
wakilan2 negara bagian. \

Djika salah satu ofwfdxllan tidak meratificeer, hilanglah ke-
kuatan Induk-Resolusi tersebut.
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I. UNDANG-UNDANG DASAR SILINTARA R.I.S.
1. Pasal 2.
Jang dimaksudkan dengan "overige geb-ieden”
dalam pasal 2 sub ¢, jaitu Irian, Sabang, radang,

2, Spal Keamanan.

Keawmanan jang mengenal kepolisian mend jadi urusq
Pemerintah Federal, tetapi praktis djika didesa2 tak
ada polisi, djuga susah. Maka dalam negara2 bagian h:-
rus ada polisi d juga,

Tentang
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Tentang ba -aimena pembazial lanang “an pekard jaannisa,
adalah urusan d4.,1.5, kel
Fengenal ketertdraan sude

Pasal 1930,

h terang mend jadi uwrusan R.I.S,

" Undang-undang Dasar Sementara depat-diudah, djika
Ay telah berdiri. Djyadi theoretls sebelum pen je-
rahan kedaulatan, rant jan:an IPJiqg-uLdunL Dasar tidak
dapat diubah, Ka«u4ﬂ menurut Plagam pen jerahan kedaula-
tan, penjerahan hanja dilﬂkukup atas dasar Constitutie
sementara dapat diubah, teta SGSUQE:]J& harus dibepi-
tahukan lebih dahulu kepada felanda, untulk diketahui
apakah rant jan an jang baru itu nemenuhi momorandum
WD o

dant janzan constituntie bukannja suatu oversenkomst,
sehinges K.1.B. tidak Hernak m:robahnja. Kitalah jang
berhak mevobahnias lclak,
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Pasel 1,
~ Uniz Statuut wempunjail internationanl karakter, ter-
bukti dalam pasal 1 qj”t 2, jang menjakakan “sebagail
negara jang merd:ke dan berdaulat"., Seland jutnja, mei
nurut pasal 12, semu? kevutusan tidak dapat berdjalan
pila tidak ada psrsetud juan dari parlemsn kedua belah
fihak,

Kerdja-”ﬂma foredjasn Belanda dan R.I.8. zdalch
atas dasar "vrijwilligheid". Ini berarti: sesudah peZ
njerahan kedaulatan kita dapat melevaskan Unis. Tetapi
ini adalah zuiver scal nolit ik, djadi diluar kompetensl
Panitia Ketata-lNegaraan,. )

Tud juan Uni (Pasal 2 dan 3).
Jang pokok .engenzi tudjusn Uni jalsh pasal 2; pa-
sal 3 hangﬂ tambahan untuk lebih mendjelaskan,

7 Dalam membitjarakan pasal |
dari senublik, karcnn ind adail
Selanda.

a
Pagal b5
1Lngc 121 Lepala Uniz di
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bi] opveleing

karena jang enda*bﬁtﬁga dersoon tadgg Jullanu, buhan
Kroon. Dan atas dasar ﬂcwq.t~djxan denville, jang rmen-
djadi Kepala Unie hanja dari fihak Belanda.

asal 4.

Basal ! dan 45 tidak bertentangen, karena dalam po-
kokn ja malzud keordja-sams anthras Indonsd sza dan Be llndq
jaitu ”weo”'°n1°GAWJ” (dalam pasal 1), "vrijwillig er
duurzaar" {ﬂ=1°ﬂ pasal &), Dan dasar ketiga- tlm,nja di-

tulis dalam pasal 1 sebagian dan dalam opasal 6 scbagian
lagi, djadi tidak perlu ketizs =Pleanja di tulls dua kalil
dalam pasal 1 dan 01511 6.

Jang di-"verwezenlijkt" suatbu

Dalam pasal 5, j°n~ dimaksudkan
"idee", dalam bahasa Inggrisnje "soir
hasa Indonesianja "lambang". Adapun v
an: Usul Reoublik ialah, supaia Kscol Jni hanja seba-
gal symbool, dalam bahasa Indines anje "lambang"

Menurut
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Menurut vendapat Belanda perkataan symbool berartl meren-
dahkan, karena biasanja hanja mengenai barang atau chewan.
Maka lalu diamhil ke-utusan menggantinja dengan perkataan
"idee", jang ds'am bahasa Indonesianja tetap "lambang" .

Perkatnan "verwezenlijkt" berarti "mewudjudkan', djadi
sudah lebih lemah daripada janz diusulkan oleh Belanda
dengan perkataan "verpersoonli jkt", jang dengan keras kita
tolak,

Pagal 7.

Jang mend jadi utusan dalam konperensi menteri2 menurut
kebutuhan, misalnj2 untuk membit jaralan soal keuangan, jang
diutus Menteri Keuangan.

Pagal 10,

Tienurut usul 3elanda, diadakan Unie parlement, tetapi
kita tolak, liaka jang diambil contact parlement jang tidak
berfunctle constitutioncel.

Pasal L2,

Ajat 3 berartl, bahwa suatu verdjand jian antara dua
nezara, adalah lebih kuat daripada ecnzijdige regelingen;
pula, bahwa internationaal verdrag lcbih kuat daripada
grondwet, Djika tidak demikian nanti tidak ada internasi-
onale rechtsorde,

Pasal 1%,

“Malksud "rechtsgeschil" dalam pasal 13, ialah ; .lang-
garan hukum mengenal pagal?2 Unile Statuut, perdjand ain2

dan peraturan bersama.

Umpamanja ada kedjadian perselisihan antara onderneming

dan d.I1.S., ini bukan competentie Unile-Hof, melainkan uru-~
san onderneming/persoon dongan Pemerintah 3.I.S, scndiri,
retapi perlkara ini dapat diambil oper oleh Pemerintah Be-
landa, schingga verkara mend jadi perkara antara Belanda dan
1,1.8,., jang lala masuk compctentie Unie-Hof.

Pasal 1.

Unie-gtaat vrevalercn atas Constitutie djika ada
"ggschil,

Djika membuat Constitutle jang melangear persectud juan,
berarti formeel juridisch melanggar. Tetapl apakah ada pe-
langgaran atau tidak tergantung nada concrete bevalingen.
Pada hakekatnja, tldak ada satu negara jang tidak terikat,
djika telah mengadakan verdrag; Kalau kita msngadakan per-
gsetud juan, kita terikst, karena mau mendjalankan vnersetu-
djuan itu. Tentang persetud juan ckonomie, jang mend jadl
uitvlocisel dari Unie Statuut, d jika didanggar, juridisch
berarti melanggar persetudjuan seluruhnja, jang berarti
mend jadi l-opangan Unie-Hof,

Pasal 2!,

Pasal ini mengenail hak? sipil dan usaha dalam lapa-
ngan sosial, dan tidak mengenai ekonomi. Hanja dissbut,
bahwa didalam peraturan2 mengenai lapangan ekonomi-soaial
djangan diadakan pcrbedaan jang besar antara warga-nogara
R,I.8, dan war_a ncgara Belanda, ketjuali untuk melindjungi
kepentingan nasional abau golonganZ ekonomi jang lern .
Djadi dalam hakekatnja, ada kewarga-negaraan-Uni de :an
kaket jualian ajat 1 sub a dan b, dan ajat 2.

Djelasnja: dalam lapan-an hukum sipil kedudukan war-,2 neca-
ra Belanda dan R,I.S, sama, totapi tidak sama dalam hukum

tata-negara, _12. Pasal 28,
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12. Pasal 28.

endaftaran pursetudjuan pada Sckretariat P.B.B.
2dnlah hak tlap2 nsgara, maka dalam pasal 28 ditulis,
"kunnen ter r°gistva+1“", tapl bukan "zullen",

%) 13 Pasal 33/%5. :
; : Dalam rant jangan Undang2, Dasar R.I.S, tidak dimasuk- :
kan djiwa pasal %% Undang-undang Dasar Republik, karcna

g

: B.F,0, tidak sstudju, tetapi dengan vasal 35 dan pasal 25 °

Undang-undang Dasar R,I,5, sementara tclah tordjemin soal ®
sosial dan ckonomi (sambungan dari II No. 20

+ 1%, Bkonomi liberal.

: Undang-undang mengenal ekonomi jang tidak libseral
mungkin melanggar persetud juan keuangan; 2pakah Undang-
undang demikian itu mslanggar Unic-3tatuut adalah suatu
hal jang mengenai politik beleid, dan hanja dapat didjawab
kalau ada contrete bepalingen,

11T, RENTJIANA PoRSETUDJUAN PolRALIHAN (Cntwero'Overzangséverecnkomst).

Pasal 2 rentjana persetudjuan peralihan hinja mengatur
"zelfbeschikkingsrecht", plebisit dapat diadakan untuk mene-
tapkan apaksh Dbnulauk atau dacrah akan.mcrupakan deelstaat;
tentang pencgabunzan d”e“ah satu dengan jang lain discbut
- dalam pcsul I rent fana’ Oh%ang-undang Dasar:3.1.S. jang men-
djadin z_lfbvschlkklnrswocht kedal=m. Inl berarti, djika Unci
mengusulkan, karena suaraz jang menjatakan ingin mendjadi
.deelstaat (umpamanja Minahasa) 2.I.°, memberi kescmpatan,
Tetapi zolfbssehikkingsrccht keluar, umpamanja Per atuﬂn Ambon
akan keluar dari 1.I1,9,, mendirikan negara scndiri jang alkan
be -~hubungan langsung dengan 3elanda, tidak diperoleh.

IV, P2NJCRAHAN K-DAULATAN REPUBLIK INDONESIA KZPADA R,.I.S..

Ponjerahan kadaulatan leoubllk Indonesia X¢pada d.1.9,
tidak discbut dalam i.antel~ %esolutie, karena ini adalah 011
depublik Indonesia sendiri, gedang lMantel-Resolutie adalah
perdjand jian antara Belanda dan Indonesia.

Tetapi antara Republik dan B.F.0. telah ada understanding
mengenal penjerahan tersebut.

-=-000~-~~



